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Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat
Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah
dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyel undupan
barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena
pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNnBM) dan
berperan besar dalam pemasukan negara. Apabilaterjadi penyal ahgunaan dan pelanggaran mengenai barang
mewah tentu akan mempengaruhi pemasukan negara.

Penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena
menyelundupkan barang terlarang yang dilakukan oleh pelaku. Regulasi terhadap penyel undupan impor
barang mewah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang K epabeaan. Namun dalam hal
regulasi khusus terhadap barang mewah belum diatur secararinci. Selain itu pengenaan sanksi yang bersifat
kumulatif akan sangat merugikan negara dalam hal menerima pemasukan. Pemerintah Indonesia seharusnya
mengatur lebih jelas regulasi mengena pengenaan sanksi terhadap Tindakan penyelundupan impor barang
mewah serta menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara’ untuk mengoptimalkan pemasukan dan
menghindari kerugian negara. Dengan ini negara akan menerima haknya serta masyarakat secara adil dapat
merasakan pembangunan dan kesejahteraan melalui pemasukan negara yang optimal.

...... Luxury goods are one of the things that cannot be separated from the needs of the Indonesian people,
especially for the upper class. The increasing demand for luxury goodsis used as an opportunity for
smugglers to make a profit by smuggling luxury goods. Luxury goods, especially those obtained through
imports, are one of the high taxable goods which are included in the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM)
and play amajor rolein state revenue. If there is abuse and violations regarding luxury goods, it will
certainly affect state income. Smuggling istheillegal entry of goods to avoid import duties or because of the
smuggling of prohibited goods by the perpetrator. The regulations for the smuggling of imports of luxury
goods are regulated in Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang K epabeaan. However, the specific
regulations for luxury goods have not been regulated in detail. In addition, the imposition of cumulative
sanctions will greatly harm the state in terms of receiving revenue. The Indonesian government should set
more clearly the regulations regarding the imposition of sanctions against the smuggling of luxury goods
imports and use the concept of "return of state losses" to optimize revenues and avoid state losses. With this
the state will receive its rights and the people can fairly experience development and prosperity through
optimal state revenue.
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